
BUPATI  SANGGAU

PROVINSI  KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI  SANGGAU

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN  KEDUA ATAS  PERATURAN  BUPATI  NOMOR 75 TAHUN  2017
TENTANG  KEBIJAKAN AKUNTANSI  PEMERINTAH  DAERAH

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG  MAHA  ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang      :    a.    bahwa berdasarkan   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan
Daerah,  penyusunan  Kebijakan Akuntansi  Pemerintah  Daerah
harus merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintahan;

b.   bahwa   Peraturan   Bupati   Nomor   75   Tahun   2017   tentang
Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah   Daerah   sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 belum
mengakomodir    Kebijakan    Akuntansi    Pelaporan    Keuangan
Badan   Layanan   Umum   dan   Kebijakan   Akuntansi   Properti
lnvestasi     sebagaimana    diatur     dalam     Standar    Akuntasi
Pemerintahan, sehingga perlu disesuaikan;

c.    bahwa   berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana   dimaksud
dalam   huruf  a  dan   huruf  b,   perlu   menetapkan   Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor
75   Tahun   2017   tentang   Kebijakan   Akuntansi   Pemerintah
Daerah;

Mengingat          :    1.    Undang-Undang   Nomor  27   Tahun   1959   tentang   Penetapan
Undang-Undang    Darurat    Nomor    3    Tahun    1953    tentang
Pembentukan   Daerah   Tingkat   11   di   Kalimantan   (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1953   Nomor   9)   sebagal
Undang-Undang  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
1959    Nomor    72,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor  1820);

2.   Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor    5587),    sebagalmana    telah    beberapa    kali    diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2022 tentang
Hubungan      Keuangan      antara     Pemerintah      Pusat     dan
Pemerintahan  Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2022  Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6757);



3.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor  123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia   Nomor 5165);

4.    Peraturan     Pemerintah     Nomor    27    Tahun     2014     tentang
Pengelolaan   Barang  Milik  Negara/Daerah   (Lembaran   Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2014    Nomor    92,    Tambahan
Lembaran      Negara      Republik      Indonesia      Nomor      5533),
sebagalmana   telah    diubah    dengan    Peraturan    Pemerintah
Nomor  28  Tahun  2020  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

5.    Peraturan     Pemerintah     Nomor     12     Tahun     2019     tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tanbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

6.    Pcraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor   64   Tahun    2013
tentang  Pcncrapan  Standar Akuntansi  Pcmcrintahan  Berbasis
Akrual    pada   Pemerintah    Daerah    (Berita   Negara    Republik
Indonesia Tahun 2013  Nomor  1425);

7.    Peraturan    Menteri   Dalam    Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang    Pedoman    Teknis    Pengelolaaan    Keuangan    Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2020  Nomor  1781);

8.    Peraturan   Bupati   Sanggau   Nomor   75   Tahun   2017   tentang
Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Dacrah,  sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan PERATURAN    BUPATI    TENTANG    PBRUBAHAN    KEDUA   ATAS
PERATURAN    BUPATI    NOMOR    75    TAHUN    2017    TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI  PEMERINTAH  DAERAH.

Pasal  I

Ketentuan     dalam     Lampiran     Peraturan     Bupati     Sanggau
Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah    (Berita    Daerah    Kabupaten    Sanggau    Tahun    2017
Nomor 75),  sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Bupati
Nomor   84   Tahun   2020   tentang   Perubahan   atas   Peraturan
Bupati   Nomor  75   Tahun   2017   tentang   Kebijakan  Akuntansi
Pemerintah  Daerah  (Berita  Daerah  Kabupaten  Sanggau  Tahun
2020    Nomor    84)    diubah,    sehingga    menj.adi    sebagaimana
tercantum   dalam   Lampiran   yang   merupakan   bagian   tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal   11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar       se tiap       orang       menge tahu inya,        memerintah kan
pengundangan   Pcraturan  Bupati  ini  dengan   penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau ,
pada tanggal  310ktober 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal   310ktober 2022
SEKRETARIS DAERAH  KABUPATEN SANGGAU,

ITD

KUKUH TRryATMARA

BERITA DAERAH  KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022  NOMOR 38

Pembina Tk. I /  (IV/b)
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEI)UA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

BABI

KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

A.      PENDAHULUAN

I.        Tuj uan

1         Kerangka  Konseptual  Kebijakan   Akuntansi   Pemerintah  Kabupaten   Sanggau   mengacu

pada  Kerangka  Konseptual  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  untuk  merumuskan  konsep

yang    mendasari    penyusunan   dan    penyajian    laporan    keuangan    pemerintah    daerah

Kerangka konseptual mengakui adanya kendala dalam pelaporan keuangan.

2         Tujuan  kerangka  konseptual  kebijakan  akuntansi  pemerintah  daerah  ini  adalah  sebagai

acuan bagi

a)    penyusun  laporan  keuangan  dalam  menanggulangi  masalah  akuntansi  yang  belum

diatur dalam kebij akan akuntansi,

b)   auditor  dalam   memberikan  pendapat   mengenai   apakah   laporan  keuangan  disusun

sesuai dengan kebijakan akuntansi, dan

c)    para  pengguna  laporan  keuangan  dalam  menafsirkan  informasi  yang  disajikan  pada

laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

3.        Kerangka  konseptual  ini  berfungsi  sebagai  acuan  dalam  hal  terdapat  masalah  akuntansi

yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi.

4         Kebijakan   akuntansi   adalah   prinsip-prinsip   akuntansi   yang   telah   dipilih   berdasarkan

Standar   Akuntansi   Pemerintahan   untuk   diterapkan   dalam   penyusunan   dan   penyajian

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5         Tujuan    kebijakan    akuntansi    adalah    mengatur    penyusunan    dan    penyajian    laporan

keuangan    pemerintah    daerah    untuk    tujuan    umum    dalam    rangka    meningkatkan

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode

6.        Dalam   hal   terjadi   pertentangan   antara  kerangka   konseptual   dan  kebijakan  akuntansi,

maka  ketentuan  kebijakan  akuntansi  diunggulkan  re[atif terhadap  kerangka  konseptual



iv. nilal tercatat sebelum revaluasi

v. jumlah penyesuaian atas liilai wajar;

vi. nilal tercatat properti investasi sctelah revaluasi.

g)  apabila  penilaian  dilakukan  secara  bertahap,  entitas  perlu  mengungkapkan    hasil  revaluasi

properti investasi ;

h)    apabila  pengklasifikasian  atas  properti  mvestasi  sulit  dilakukan,  kriteria    yang  digunakan

untuk membedakan properti  investasi dengan properti  yang   digunakan sendiri  dan  dengan

properti yang dimiliki urfuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-ham;

i)    metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalani menentukan nilai   wajar apabila entitas

melakukan revaluasi dan propeTti investasi,  yang   mencakup pemyataan apakah penentuan

nilai  wajar tersebut  didukung  oleh    bukti  pasar  atau  lebih  banyak  berdasarkan  falctor  lain

(yang   harus       diungkapkan   oleh   entitas   tersebut)   karena   sifat   propelti   tersebut   dan

kcterbatasan data pasar yang dapat drperbandingkan;

j)     apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai   independen,  sejauhmana

kualifikasi profesional yang relevan serta  pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

k)   jumLali yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:

i.  penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;

ii.  beban  operasi  langsung  (mencakup  perbaikan  dan  pemeliharan)  yang     timbul  dari

properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental  selama periode tersebut;

iii.   beban  operasi  langsung  (mencakup  perbaikan  dan  pemeliharaan)  yang     timbul  dari

properti  investasi  yang  tidak  menghasilkan  pendapatan  sewa    menyewa  biasa  selama

periode tersebut.

I)   kewajiban kontraktual untuk membeli,  membangun atau mengembangkan   properti investasi

atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;

in)  properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lam.
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BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


